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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF PERMENTAN No.10 I Permentan /OT. 
OI0/4/2017 IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN THE LARGE OF 

AGRICULTURE, FOOD AND FISHERY 
TANA TIDUNG REGENCY 

EMNAT FERHAMSY AH 
emnatferhamsyah@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

This Regulation of the Minister of Agriculture No. 10 I Pennentan I OT.010 
I 412017 has the aim of increasing the effectiveness and efficiency of the 
performance of the Echelon IV Work Unit in the scope of the Agriculture Seivice 
so that it supports the realization of a good governance system. The Echelon IV 
Work Unite in the scope of the Department of Agriculture has great responsibility 
in government institutions, especially in the agricultural sector, to show good or 
often good governance. Good governance is the concept of good governance in 
the use of political authority and the power to manage resources for the 
development of a solid and responsible society. 

The formulation of the problem in this study is how the application of 
Permentan No. 10 I Permentan I OT.010 I 4/2017 and what the implementation of 
Permentan No. IO I Pennentan I OT.010 I 4/2017 can realize good governance in 
the Department of Agriculture, Food and Fisheries, Kah. Tana Tidung. Research 
location at the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung. This 
research method uses qualitative descriptive analysis. 

The results show the Application of the Regulation of the Minister of 
Agriculture of the Republic of Indonesia No. IO I Permentan I OT.010 I 412017 to 
the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kab. Tana Tidung develops 
agriculture sector through agricultural system mechanism carried out by the 
organization especially employees in realizing good governance successfully 
achieved by the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kah. Tana Tidung. 

Suggestions for this research are related to the Application of the Regulation 
of the Minister of Agriculture o( the Republic of Indonesia No. I 0 I Permentan I 
OT.010 I 412017 to the Office of Agriculture, Food and Fisheries, Kah. Tana 
Tidung in order to supervise and supervise the results of the employee's 
performance that has been determined and include evaluation or violation 
sanctions when the employee does not succeed in achieving the target or even 
deviates from the performance. 

Keywords: Implementation, Government Regulation, Good Governance and 
Agriculture, Food and Fisheries Service of Tana Tidung Regency. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERMENTAN No.IO/Permentan/OT.010/4/2017 
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS 

PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN TANA TIDUNG 

EMNAT FERHAMSY AH 
emnatferhamsyah@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Permentan No IO/Permentan/OT.010/4/2017 ID1 memiliki tujuan 
meningk:atkan efektivitas serta efisiensi kinerja Unite Kerja Eselon IV Lingkup 
Dinas Pertanian agar maksimal sehingga mendukung terwujudnya sistem tata 
kelola pemerintahan yang baik. Pihak Unite Kerja Eselon IV Lingkup Dinas 
Pertanian memiliki tanggung jawab besar dalam institusi pemerintah khususnya 
sektor pertanian untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik atau 
kerap disebut dengan good governance. Good governance adalah konsep tata 
pemerintahan yang baik. dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dao 
kekuasaan untuk mengelola somber daya demi pembangunan masyarakat yang 
solid dan bertanggung jawab. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana penerapan 
Permentan No 10/Pennentan/OT.010/4/2017 dan apaah penerapan Permentan No 
10/Pennentan/OT.010/4/2017 dapat mewujudkan good governance pada Dinas 
Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Lokasi penelitian di Kantor 
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung. Metode penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil menunjukkan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kab. Tana Tidung mengembangkan sekor pertanian melalui mekanisme 
sistem pertanian yang dilakukan oleh pihak: organisasi khususnya pegawai dalam 
mewujuclkan good governance berhasil dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kab. Tana Tidung. 

Saran penelitian ini terkait Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia No 10/Pennentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan clan 
Perikanan Kab. Tana Tidung agar melakukan pengawasan dan pengawasan 
terhadap hasil kinerja pegawai yang ditetapkan serta dicantumkan evaluasi atau 
sanksi pelanggaran ketika pegawai tidak berhasil mencapai target atau bahkan 
melenceng dari target kinerja. 

Kata Kunci : Implementasi , Peraturan Pemerintah, Good Governance dan Dinas 
Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah.Tana Tidung. 
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TAPM yang lmplementasi Pe~entan No.10/Permentan/OT.010/4/2017 Dalam 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang disajikan dalam bab ini didapatkan dari hasil wawancara serta 

pengamatan lapangan dilengkapi basil analisis serta interpretasi sebagai bentuk 

hasil untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada bah sebelumnya. Hasil 

penyajian data, analisis data serta interpreatsi teoritik memiliki keterkaitan atau 

hubungan menjadi kesatuan utuh yang saling melengkapi guna menggambarkan 

basil penelitian yang dilal:ukan. Berbagai infonnasi diperoleh yang dikumpulkan 

dan disusun sesuai ketentuan untuk pengarnbilan kcsimpulan sesuai data lapangan 

terkait infonnasi yang disajikan dan diberikan oleh pihak narasumber serta 

berdasarkan basil pengamatan. 

Infonnasi data wawancara serta basil pengarnatan lapangan tersebut 

dianalisis dalam bentuk yang lebih sederhana, ilmiah serta ringkas sehingga mudah 

dipahami serta diinterpretasikan. Proses analisis data mengurutkan, menyusun serta 

rnengorganisasikan data sesuai pola, !criteria maupun kategori sehingga dapat 

diuraikan sesuai tema clan hipotesis yang ditentukan berdasarkan data. Penjelasan 

serta penggambaran pola dibuat untuk mencari keterkaitan, hubungan, relasi serta 

pengaruh faktor yang menjadi hambatan sesuai interpretasi data sehingga sesuai 

dengan teori yang ditentukan. Penjelasan diberikan secara deskriptif sesuai metode 

penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mengetahui hambatan secara konkret 

sesuai rumusan masalah yang diajukan dengan penjelasan makna yang 

44 
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berhubungan dengan sebuah masalah disertai dengan pengaruh yang diberikan pada 

faktor yang dijelaskan. 

Infonnasi diperoleh dari hasil lapangan dengan wawancara serta pengamatan 

disertasi dukungan dokumentasi. Data diperoleh melalui proses pengumpulan 

secara langsung di Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana 

Tidung. Pernilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling secara 

langsung menunjuk informan yang terkait dengan masalah yang diajukan. Peneliti 

menunjuk langsung infonnan langsung sesuai masalah penerapan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10/Pennentan/OT.010/4/2017 Tentang 

Uraian Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Pada Dinas Pertanian. 

Izin persetujuan penelitian dilakukan dengan menernui pihak Humas untuk 

memperoleh data awal. Bagian f-Iumas memberikan ijin untuk dimintai data berupa 

wawancara serta data lapangan. Penentuan informan dipilih terkait tema yang 

diambil dalam penelitian sesuai keahlian bidang informan yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Proses pengumpulan data lapangan kemudian diproses untuk mengecek 

keabsahan data melalui teknik pemeriksaan melalui pengumpulan data dari 

berbagai sumber yang berbeda melalui pennasalahan yang sama diajukan yang 

berkaitan melalui teknik triangulasi sumb1.-1 data dengan rnernbandingkan data dari 

sumber lain. Proses keabsahan data dilakukan dengan rnelakukan cross check 

terhadap kebenaran kepercayaan informasi melalui perbandingan data basil 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan data lapangan. Perbandingan 

data dilakukan dengan menilai basil pencrapan penerapan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia No JO/Permentan!OT.010/4/2017 Tentang Uraian 
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Tugas Pekerjaan Unite Kerja Eselon IV Lingk:up Dinas Pertanian dalarn 

mewujudkan good governance pada Dinas Pertanian Pangan dan PerikananDinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung 

4.1 Profil Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD 

Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kabupaten Tana Tidung adalah dokumen 

perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi 

Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung yang merupakan acuan Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun 

Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Rencana Strategis 

(Rcnstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan teknis 

operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan 

kegiatan pembangunan bi dang pertanian, pangan dan perikanan untuk jangka waktu 

5 tahun yang akan datang. Renstra PD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD 

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini selanjutnya 

menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan 

pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten 

'fana Tidung dan Rencana Kerja PD. 

Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828.58 

km2 atau 482.858 I:Ia, secara garis besar terbagi menjadi kawasan budidaya 

kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Sesuai dengan 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-11/2001 dan Surat 
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Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-11/2013, kawasan budidaya 

kehutanan (KBK) mencakup luasan 170.340,64 Ha (53o/o) yangterbagi dalam hutan 

produksi (HP) seluas 151.378,24 Ha, hutan produksi terbatas (HPH) seluas 

9.058,58 Ha dan hutan produksi konversi (HPK) seluas 9.876,82 Ha. Sedangkan 

kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) terdiri dari areal penggunaan lain (APL) 

seluas 163.771,70 Ha (41 %) dan tubuh air seluas 23.402,22 Ha (7%). 

Pembangunan pertanian di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian misi kedua "meningkatkan pengelolaan sumber daya alarn 

melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan" dan misi 

kesembilan "mengembangkan agroindustri pertanian". Berdasarkan hal-hal 

tersebut di atas maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana 

Tidung menyusun Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten 

Tana Tidung dan bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan bidang pertanian, pangan, dan perikanan berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu I sampai dengan 5 tahun ke depan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. 

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi dan program pembangunan 

bidang pertanian, pangan dan perikanan yang dituangkan dalam program dan 

kegiatan PD yang berisi rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat 

proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Sedangkan tujuan penyusunan 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 
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Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 - 2021 adalah untuk mewujudkan keadaan 

yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi 

yang diaplikasikan melalui program kegiatan PD dengan sasaran yang mengacu 

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Tana Tidung Tahun 2016 - 2021. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk:at Daerah dan Peraturan Daerah 

K.abupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, 

pangan dan perikanan. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan dan Perikanan sesuai 

dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pertanian, pangan dan Perkebunan. 

c) Pembinaan clan Pelaksanaan tugas di bidang pertanian. 

d) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pangan. 

e) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perikanan. 

f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 

g) Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

43751

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4.2 Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Nol O/Permentan/OT .O I 0/4/2017. 

49 

Indonesia 

Aspek pertama yang dinilai dari penerapan Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia No 1O/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung terkait konsep rencana anggaran. 

Berbagai kebijakan dirancang oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. 

Tana Tidung yang berkaitan dengan anggaran yang bertujuan untuk maksimalisasi 

produktivitas pertanian dan kesejahteraan rnasyarakat yaitu: 

a. Mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang jelas, 

tercermin pada tujuan, arah dan indikator kebijakan penciptan kawasan 

pertanian 

b. Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua 

pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

c. Menetapkan sistem dan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan 

terkait dengan partisipasi. 

d. Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat 

dijadikan acuan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana 

Tidung selama mengelola kawasan pertanian. 

Mekanisasi khususnya berkaitan dengan rencana anggaran tidak hanya 

terkait dengan berbagi keuntungan namun juga berbagi resiko. Penerapan 

Pennentan dinilai mampu memberikan solusi bagi pembangunan infrastruktur 

yang memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan, ekonomi serta 

memfasilitasi potensi daerah agar maksimal bahkan mampu meningkatkan 
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pendapatan daerah dengan memaksimalkan potcnsi pegawai melalui berbagai 

peraturan program yang ditetapkan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah, 

Tana Tidung. 

Aspek berikutnya yakni berkaitan dengan kebutuhan pegawa1, 

pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai serta kinerja pegawai yang cakap, 

cekatan dengan kapabilitas mumpuni didukung oleh pendayagunaan pejabat 

fungsional . Tuntutan dengan bentuk konversi kesejahteraan pegawai dinilai sesuai. 

Fokus pencapaian tujuan melalui upaya melibatkan pihak investor dalam proyek 

pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung khususnya 

pengembangan sektor pertanian bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutarna dilandasi 

oleh pemikiran bahwa pemenuhan sektor pertanian memerlukan dana yang besar. 

Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena pertambahan 

penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang. 

Pelaksanaan berbagai upaya tersebut dibarengi dengan adanya perhatian pada 

pengembangan pegawai terkait dengan pemasaran hasil pertanian, pengembangan 

penelitian bibit pertanian dan sebagainya. Pencapaian hasil target tersebut sebagai 

bentuk penilaian kinerja pegawai. Bentuk dari hasil kinerja di atas yakni 

peningkatan produktivitas pertanian berdasarkan hasil wawancara sebagai beriku : 

"Fokus dari hasil kerjasarna tersebut dengan adanya kelengkapan fasillitas 
ya11g diberikan menjadikan peningk:atan kinerja, podukivitas para pegawai 
sehingga berdampak pada peningkatan basil sektor pertanian" (Kepala Seksi 
ldentifikasi dan Pendataan Statistik Tanaman Pangan) 

Manfaat pengembangan pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Tana Tidung , memberi garnbaran mengapa pengembangan pegawai menjadi 
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sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan pertanian khususnya wilayah 

pertanian Tana Tidung yang masih baru sehingga terkendala karena masalah 

pendanaan, teknologi, dan rnanajerial (kapabilitas pegawai). 

Berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan serta 

pengawasan pertanian sebagai salah satu potensi kawasan pertanian lokal yang 

menjadi ciri khas Kab Tana Tidung. 

Hal tersebut sesuai dengan wawancara berikut 

"jadi pada tahun lalu kita melakukan beberapa penawaran kerjasama dengan 
pihak luar dalarn penanaman berbagai jenis tanaman yang laku di pasar 
internasional dengan perusahaan luar negeri yang mau bekerja sama untuk 
menggunakan pelabuhan serta lahan pengiriman hasil pertanian. Bebcrapa 
perusahaan negeri yang bersedia sedang dalam proses menjalin kerjasama 
kemudian mempresentasikan ide untuk pengembangan pertanian yang layak 
buat pasar luar negeri dan hal tersebut dinilai sesuai dengan perencanaan 
jangka panjang Kab Tana Tidung dengan pengembangan berbagai fasilitas 
kawasan pertanian untuk masa yang akan datang dinilai memiliki peluang 
yang cukup besar'' (Kepala Seksi Administrasi Teknologi Budidaya 
Pertanian) 

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan secara r1nc1 penerapan 

implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

IO/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. 

Tana Tidung mengembangkan sekor pertanian yang dilakukan oleh pihak 

organisasi khususnya pegawai dalam mewujudkan good governance sebagai 

pengelola tata kelola pemerintahan dalam mencapai visi yang akan dicapai oleh 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan institusi lain 

yang bersedia untuk bekerjasama . 

Lokasi kawasan peranian Tana Tidung saat ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat di berbagai hal dengan penambahan lokasi dengan berbagai jenis 
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tanaman yang dinilai memilik prospek baik ke depan. Pertambahan jumlah 

penduduk tersebut mendorong pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. 

Tana Tidung untuk senantiasa menambah jumlah produksi pertanian. Kebutuhan 

infrastuktur pertanian cukup besar dan kian meningkat seiring perkembangan 

teknologi serta komunikasi. 

Hasil dari pengembangan kawasan pertanian serta usaha pengembangan basil 

pertanian melalui tata kelola pemerintahan serta kinerja pegawai sebagai bentuk 

implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

10/Permentan/OT.010/4/2017 . Hasil kerjasama Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung berhasil meningkatkan kapasitas pegawai serta 

mewujudkan good governancee serta rnembuka kesempatan bagi warga untuk 

bekerjasama mengelola lahan yang digunakan sebagai kawasa11 pertanian lokal dan 

berdasarkan ide dan sistem kerjasama yang dipaparkan. Proses awal pembangunan 

fasilitas pun dilakukan melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan pemilihan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan hingga 

proses pemasaran. Sektor fasilitas mulai dari waktu pengerjaan fasilitas, lama 

batasan waktu pembangunan, quality kontrol kinerja serta kondisi keuangan. 

Berbagai hal terkait dengan analisis resiko solusi ketika resiko terjadi menjadi hal 

yang dibahas dan dinegosiasikan dengan pihak yang terlibat. Ketika pihak Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dan beberapa warga sebagai 

pengelola pihak tersebut membahas terkait berbagai hal yang ada dalam kerjasama, 

pelaksana pembangunan, pengawasan dan berbagai ha! tersebut harus sesuai 
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dengan tujuan serta dilaksanakan berdasarkan koridor yang tidak bertentangan 

dengan prosedur yang ditentukan. 

Secara rinci terkait proses awal pennulaan proses pihak Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Ti dung dalam rangk:a mengembangkan 

strategi jangka pendek adalah mengoptimalkan staf yang ada dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi sambil tetap tcrus melakukan analisis beban kerja Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung berdasarkan volume dan beban kerja 

secara proporsional dengan melihat tingkat pendidikan, keahlian teknis dan sosial 

kultural. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung terus 

melakukan koordinasi secara rutin baik vcrtikal maupun horizontal dengan 

berbagai pihak terkait penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) guna menyediakan data pendukung volume hehan kerja, tugas dan 

fungsi dinas yang dipakai untuk pcncntuan struktur maupun pelaksanan tugas. 

Pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung bekerja sama 

untuk mengemhangkan pertanian dan perkehunan di Tana Tidung. Sektor pertanian 

dan perkehunan di Kab. Tana Tidung saat ini mengalami perkemhangan yang 

cukup pesat di herbagai hal dengan penamhahan berbagai target kerja sehagai 

wilayah yang ditargetkan sehagai penghasil terbesar basil pertanian dan 

perkehunan. Pertamhahan jumlah produktivitas basil pertanian dan perkehunan 

tersehut mendorong pibak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. 

Tana Tidung dan Pengelola untuk senantiasa menambah jumlah fasilitas 

pendukung pertanian dan pcrkebunan yang ada. 
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Hasil dari kinerja para pejabat eselon terkait dengan pengembangan kawasan 

pertanian dan perkebunan hasil kerjasama Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung dan Bupati bcrhasil membuka kesempatan bagi warga 

untuk bekerjasama mengelola lahan yang digunakan sebagai kawasan pertanian clan 

perkebunan dan berdasarkan ide dan sistem kerjasama yang dipaparkan. Hasil dari 

adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memenuhi berbagai 

aspek indikator good governance dengan hasil berhasilnya tata kelola 

pemerintahan maka mendorong proses awal pernbangunan fasilitas pun dilakukan 

melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

acara persiapan pembangunan waduk kemudian mulai dari waktu pengerjaan 

fasilitas, lama batasan waktu pembangunan, quality kontrol kinerja serta kondisi 

keuangan. Berbagai ha! terkait dengan analisis resiko solusi ketika resiko terjadi 

menjadi hal yang dibahas dan dinegosiasikan dengan pihak yang terlibat. Ketika 

pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung setuju 

menunjuk Bupati dan beberapa warga sebagai pengelola pihak tersebut membahas 

terkait berbagai hal yang ada dalam kerjasama, pelaksana pembangunan, 

pengawasan dan berbagai hal tersebut harus sesuai dengan tujuan serta 

dilaksanakan berdasarkan koridor yang tidak bertentangan dengan prosedur yang 

ditentukan. Kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan tersebut untuk 

dikelola dan hasil keuntungan dibagikan pada Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung. 

Kendala yang masih terjadi dalam proses implementasi kebijakan antara lain 

pembagian tugas yang belum merata dan proporsional di tingkat staff sebagai 
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penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung karena belum tersedian analisis beban kerja dinas 

sehingga menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan dalam mengawasi proyek, 

perbedaan persepsi dengan pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai 

kebijakan, prosedur dan tujuan. Minimnya kemarnpuan kapasitas karyawan yang 

tersedia menghambat proses selama kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi 

dengan berbagai prosedur yang harus dilalui dalam setiap keputusan yang diambil 

terkait pengadaan fasilitas serta biaya investasi yang minim. Peningkatan sarana 

dan prasarana sektor pertanian dan perkebunan sesuai dengan perjanjian kerjasama 

pengelolaan yang telah disepakati guna meminimalisir resiko yang terjadi. 

Pembagian basil dibuat antara kedua belah pihak. perlu diterapkan pengkajian ulang 

agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab, hak serta kewajiban masing­

rnasing sebagai pihak yang rnelak.ukan kerjasarna. Pengernbangan rnanajemen 

profesional, sarana serta berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan 

dikernbangkan oleh pengelola untuk rneningkatkan hasil produktivitas pertanian 

dan perkebunan. 

Penerapan kebijakan rnemiliki sasaran-sasaran yang akan dicapai dan 

bcrdasarkan data di atas serta penjeleasan diketahui bahwa sasaran perda tercapai 

sehingga diketahui bahwa penerapan kebijak.an (Pcrmentan) tersebut efektif dimana 

berjalan ses.uai arah clan sasaran yang dicapai. Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung menjelaskan bahwa dalam UU mengenai pejabat 

eselon diungkapkan bahwa pembagian tugas ini dilakukan untuk memudahkan 

pemerintah pusat untuk fokus dalam menganalisa berbagai potensi yang ada pada 
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institusi terkait dengan memberikan kewenangan pada masing-masing pihak pada 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung masing-masing wilayah 

agar dikembangkan dengan maksimal kemudian pihak Pemerintah Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung membantu secara global 

melalui berbagai fasilitas, infrastruktur, pendanaan baik dari masyarakat lokal 

maupun luar daerah sehingga memudahkan untuk proses branding atau proses 

pengenalan berbagai potensi pertanian dan perkebunan di Tana Tidung dalam 

berbagai sektor khususnya industri hasil pertanian dan perkebunan. Khusus sektor 

pertanian dan perkebunan berdasarkan basil wawancara diatas diketahui bahwa 

terdapat berbagai prest.asi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kah. Ta11a Tidung haik lokal maupun nasional dimana ha! ini dibuktikan dengan 

adanya kenaikan jumlah hasi produktivitas pertanian dan perkebunan. Kerjasama 

antara Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dan Pihak 

BUMN serta masyarakat menunjukkan bahwa Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. 'fana Tidung herhasil menunjukkan basil dengan meningkatkan 

basil produktivitas pertanian dan perkehunan sehingga herperan dalam menjaga 

ketahanan pangan nasional. Hasil beriktunya yakni adanya penamhaban proyek 

kerjasama pemhangunan herhagai fasilitas infrastruktur waduk sebagai irigasi, 

penyuluhan serta perawatan hihit antara Pihak BUMN ,Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kah. Tana Tidung. 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung maupun Bupati 

yang bertanggung jawab dalam mengelola hahwa pendapatan basil pertanian dan 

perkebunan sekitar wilayah sektor pertanian dan perkehunan mengalami 
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peningkatan, baik yang menjual hasil pertanian dan perkebunan dan pengolahan 

basil pertanian dan perkebunan di sekitar pertanian dan perkebunan. Fasilitas yang 

dibangun pada kawasan pertanian dan perkebunan dengan berbagai fasilitas 

pendukung yang dapat digunakan untuk pendukung produktivitas pertanian dan 

perkebunan menunjukkan basil pertanian dan perkebunan serta masyarakat 

setempat puas dengan perbaikan serta pengembangan infiastruktur. 

Penerapan implementasi Permentan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung disebabkan oleh berbagai faktor volume beban kerja 

yang cukup besar dan bertambah narnun keuangan daerah masih minim untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. 

Tana Tidung. Beban kerja tersebut antara lain terkait dengan pengembangan 

kawasan sektor pertanian dan perkebunan di Kab Tana Tidung dimana belum tentu 

berdampak pada perubahan baik secara psikis maupun fisik. Pembangunan waduk, 

kemudahan fasilitas pertanian dan perkebunan serta akses perawatan, pengelolaan 

bibit, dan adanya tempat penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang mudah 

menyebabkan adanya perubahan dimana banyaknya jumlah basil pertanian dan 

perkebunan sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dari pihak 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan pihak 

masyarakat setempat yang dipimpin oleh Bupati. Petani sekitar dan Bupati 

cenderung mampu bekerjasarna dengan baik dan beradaptasi dengan baik dengan 

berbagai perubahan terkait penerapan kebijakan Perangkat Daerah khususnya di 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung untuk membantu pada 

staffDinas disebabkan volume beban kerja khususnya pada pengembangan sektor 
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pertanian dan perkebunan. Masyarakat dan Bupati memahami dengan baik bahwa 

penerapan peraturan perangkat daerah ini ditujukan agar kinerja pada staf Dinas 

Pertanian dan Perkebunan menjadi lebih efektif serta efisien dan hal ini juga 

ditujukan untuk meningkatkan pcncapaian sektor pertanian dan perkebunan 

sehingga perekonomian warga setempat sehingga aktivitas ekonomi bertambah 

ramai dengan memanfaatkan berbagai potensi wilayah yang ada. Kerjasarna yang 

baik atau koordinasi dengan manajemen antara pihak pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan masyarakat lokal. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak pusat 

dan pihak lokal untuk mengatur berbagai sektor industri dimana proses pengaturan 

dan pengelolaan manajemen yang baik sehingga berdampak pada perencanaan 

yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan keadaan lapangan. Berbagai sektor 

pertanian dan perkebunan saat ini mulai digali potensinya untuk terns 

dikembangkan guna meningkatkan perekonornian warga maupun daerah. 

Pernerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dengan rnengulas berbagai pendapat yang dirasakan oleh staff Dinas Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan merninta pendapat 

mengenai perubahan struktur organisasi serta dampaknya pada kinerja, analisis 

beban kerja serta basil target yang dicapa rnelalui berbagai upaya oleh Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung pada wilayah masing-1nasing 

di berbagai kawasan sektor pertanian dan perkebunan di seluruh kabupaten. Hal ini 

dinilai sebagai salah satu usaha dan kiat dari pihak pemerintah dalam melakukan 

efisiensi struktur organisasi serta birokrasi yakni menggunakan dan memanfaatkan 

kerjasama dengan BUMN sebagai sarana alternatif penyelesaian berbagai proyek 
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daerah terkait pembangunan fasilitas sektor pertanian dan perkebunan agar 

produktivitas hasil pertanian dan perkebunan sernakin baik dan meninngkat tiap 

periodenya. Scktor pertanian dan pcrkebunan rnerupakan potensi dan hal utama 

dalam menjaga ketahanan pangan nasional. 

Potensi ini dinilai bisa menjual dan dapat dijadikan salah satu bentuk brand 

personality yang dapat ditawarkan pada skala nasional sebagai salah satu wilayah 

penyedia bahan pangan nasional. Brand personality ini tidak hanya dikaitkan 

dengan sektor industri pertanian dan perkebunan saja namun lebih dari itu juga dari 

sisi industri lain yang dimiliki pemerintah dimana dinilai paling baik secara 

nasional mengenai nilai yang dimiliki yang dapat dijadikan brand personality Kah. 

Tana Tidung. Jajaran pemerintah berusaha dengan menguatkan struktur organisasi 

khusunya pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung melalui 

salah satu lokasi industri pertanian dan perkebunan agar dikenal secara Juas. Hal ini 

membantu proses pengenalan branding secara intangible melalui potensi sektor 

pertanian dan perkebunan yang ditanamkan dan dimiliki untuk dikembangk:an dan 

diberbagai lokasi di kota lain di Tana Tidung terdapat produk basil pertanian dan 

perkebunan yang dikembangkan sehingga mampu menjadi ikon wilayah tersebut. 

Pengembangan berbagai sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu 

analisis beban kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung tidak 

hanya pada sektor pertanian dan perkebunan namun pengembangan sektor lain 

yakni usaha masyarakat yakni ekonomi, perhubungan dan berbagai fasilitas lain 

merupakan salah satu yang terbaik hingga mendapat penghargaan nasional dimana 

hal ini merupakan salah satu proses brand personality dari sisi penghasil pertanian 

43751

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



60 

dan perkebunan terbaik dan terbesar dengan potensi maksimal yang dilakukan oleh 

pemerintah. Hal ini yang kemudian menginspirasi berbagai pihak lain khususnya 

kawasan pertanian dan perkebunan lain di Tana Tidung untuk menjadikan kawasan 

pertanian dan perkebunan yang berhasil sebagai percontohan melihat berbagai 

aspek yang berhasil dikembangkan dan dimiliki dinilai memiliki keunggulan. 

Karakter masyarakat khususnya petani di Tana Tidung yang dinilai mudah untuk 

berpartisipasi dianggap memberikan kemudahan Kantor Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kah. Tana Tidung serta Bupati dalam menerapkan inovasi baru 

sehingga berbagai proses sistem inovasi dalam hal khususnya pengembangan 

sektor industri pertanian dan perkebunan menjadi mudah untuk dilakukan dan 

dikembangkan. Proses berikutnya dalam Permentan ini yakni Pemerintah Kantor 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung setempat dituntut untuk 

menghasilkan kinerja lebih yang tidak hanya sekedar administratif atau birokrasi 

yakni dengan mendemonstrasikan keunggulan dari suatu brand hasil pertanian dan 

perkebunan dan perbedaannya dari kawasan hasil pertanian dan perkebunan lain 

yang dilihat dari berbagai potensi. Hal ini menunjukkan sebuah cara bagaimana 

pihak petani tertarik dan memandang sebuah ciri khas wilayah atau kawasan 

tertentu yang dianggap berbeda dengan wilayah lain dilihat dari sisi sektor hasil 

pertanian dan perkebunan yang dihasilkan. 

Berbagai pihak yang terlibat dalam proses yang mendukung penerapan 

peraturan baru terkait perangkat daerah menjelaskan bahwa pihak Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah berusaha secara optimal dalam 

rangka mengimplementasikan Permentan walaupun masih perlu pembenahan dan 
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penataan secara terns menerus. Hal ini menjelaskan bahwa pihak Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah menanamkan persepsi pada posisi 

sebagai lokasi dengan sektor pertanian dan perkebunan dan perkebunan yang 

berpotensi untuk dikembangkan dimana tidak dapat ditemukan pada wilayah lain 

selain di Tana Tidung dalam tugas pejabat eselon sebagai penentu kebijakan publik 

khususnya di sektor pertanian. Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa 

pemerintah pusat membantu mendorong untuk pcngembangan sektor pertanian dan 

perkebunan masing-masing wilayah namun kewenangan tetap ada pada keputusan 

masing-masing pejabat di wilayah masing-masing wilayah tersebut untuk proses 

pengembangan. Tiap masing-masing wilayah atau daerah menginginkan potensi 

sektor pertanian dan perkebunan berkembang namun hal tersebut harus disesuaikan 

dengan image yang ingin dibangun. Berbagai potensi dari berbagai sektor pertanian 

dan perkebunan yang ada secara keseluruhan di Tana Tidung disebabkan komponen 

masyarakat dengan kultural yang begitu beragam sehingga berbagai potensi yang 

ada harus dikembangk:an dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Proses untuk 

menjadi maksimal tentu harus didukung dari sisi kemajuan teknologi sehingga 

potensi itu juga dinilai. 

Identitas pada suatu wilayah memungkinkan sebuah lokasi menjadi berbeda 

dari tempat lain yang menjadi pesaingnya Pencarian identitas adalah langk:ah 

pertama dal'lm pembentukan citra sebuah lokasi. Identitas serta potensi wilayah 

Tana Tidung dalam sektor pertanian diharapkan mampu cukup menggambarkan 

secara keseluruhan identitas meskipun belum mampu secara global untuk 

keseluruhan wilayah Tana Tidung sebab masing-masing wilayah memiliki potensi 

43751

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



62 

masing-masing dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Pada strategi 

brand identity ini diketahui diberlakukan kerjasama dimana pemerintah lokal 

tersebut diberi tugas masing-masing untuk bekerjasama dalam rangka 

pengembangan, penjagaan serta pelestarian kawasan sektor pertanian dan 

perkebunan wilayah tersebut. Strategi dala1n ha! adanya pembangunan terkait 

perekonomian sektor pertanian dan perkebunan yakni kemudahan fasilitas, 

perawatan, penjualan basil pertanian dan sebagainya ha! ini tentu mempermudah 

para petani untuk mendapatkan berbagai fasilitas selama hingga basil didapatkan. 

Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung berusaha 

melakukan brand identity kawasan pertanian dan perkebunan di Tana Tidung 

melalui penanaman sistem kerja budaya organisasi sesuai impelentasi Pennentan 

dengan pencapaian target, tugas scrta basil kerja yang diberikan. Aturan yang sesuai 

tugas yang dijelaskan pada Permentan menunjukkan bagian dari budaya organisasi. 

Budaya organisasi sangat mempengaruhi impelentasi peraturan tersebut karena 

keterkaitan dengan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi terutama komitmen dari 

masing-masing pegawai.staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada masing-masing individu dengan baik. Budaya organisasi yang 

baik harus te1us dibangun demi terlaksananya pencapaian target kinerja secara 

efektif dan efisien bagi masyarakat. 

Prospek Tana Tidung sebagai kawasan wilayah pertanian dan perkebunan 

yang maju dan berkembang dapat diprediksi sehingga memerlukan kerjasama yang 

baik dari pihak pemerintah dimana merupakan salah satu bentuk strategi 

pengembangan untuk mempennudah pengembangan akses fasilitas yang ada di 
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lokasi sektor pertanian dan perkebunan rnaupun sektor industri lain. Strategi turut 

melibatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik agar Tana Tidung lebih dulu 

dikcnal dan mampu menarik perhatian atas kinerja pemerintahan yang baik. 

Pemerintah dengan strategi jaminan keamanan dan stabilitas serta adanya fasilitas 

dasar penunjang diusahakan agar investor bersedia bekerjasama untuk membangun 

Tana Tidung dari berbagai sektor. Proses kerjasama yang baik harus dibangung dari 

berbagai sektor dari berbagai bidang antara keseluruhan jajaran pemerintahan di 

berbagai bidang kedinasan dan investor agar terbangun sebuah sistem yang saling 

mendukung sehingga strategi pengembangan brand identity dapat terlaksana 

dengan maksimal Sektor yang diunggulkan dan berpotensi tidak hanya di bidang 

pertanian dan perkebunan namun lebih dari itu ada sektor lain yang berpotensi 

menjadi brand. Hal ini mcnunjukkan bahwa pemerintah mengadakan efisiensi 

struktural organisasi melalui berbagai perangkat daerah yang diterapkan sebagai 

usaha maksimalisasi strategi berbagai pencapaian dalam rangka meningkatkan 

pembangunan perekonomian dengan 1nelibatkan pihak luar pemerintah yakni 

swasta atau masyarakat. Hal ini merupakan kesempatan untuk menarik minat 

investor asing agar mau bekerjasama untuk membangun berbagai potensi barn yang 

ada. Berikut rincian adanya hasil dari sistem tata kelola pemerintahan yang 

menerapkan Permentan dalam mewujudkan good governance agar ketahanan 

pangan terwujud sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Rencana, Target dan Pencapaian Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kah. Tana Tidung Penerapan Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia No 10/PermentanlOT .010/4/2017 

Rencana K.erja Program (Budaya Organisasi) Has ii 
Perangk:at 
Daerah 
Meningkatkan I. Program peningk:atan 1. Terlaksananya pelatihan 
Produktivitas, produksi dan produktivitas bagi kelompok Tani 
Nilai Tambah tanaman pangan 2. T erlaksananya pelatihan . 
dan daya saing 2. Kegiatan pelatihan dan perlindungan penyebaran 
komoditi, pelaku agribisnis OPT pangan, holtikultura 
tanaman dan perkebunan 
pangan, 
holtikultura 
dan 
perkebunan 
Meningkatkan I. Penyusunan data statistik I. Terlaksananya 
pertumbuhan produk pangan, penyusunan dokumen 
kelompok tani holtikultura dan data statistik tanaman 
dan perkebunan pangan, holtikultura dan 
kemampuan, 2. Peningkatan kemampuan perkebunan 
kemandirian lembaga petani 2. Terlaksananya 
petani serta penyusunan perwilayahan 
pelaku komoditas 
agribisnis 
lainnv~ 

Mcningkatkan I. Penyediaan saran a I. Tersedianya 
saran a, produksi pertanian pemeliharaan gudang 
prasarana dan 2. Tersedianya alat alsintan 
fasilitas (paket pengembangan 
pertanian produksi pertanian) 

3. Tersedianya fasilitas 
pengolahan tanah, alsinta 
pom2a air 

Meningkatkan I. Promosi atas hasil produk I. Terselenggaranya 
nilai bisnis unggulan pertanian daerah promost tanaman 
serta penjualan 2. Pengembangan mutu dan unggulan daerah melalui 
hasil pertanian standarisasi penyebaran informasi 

pertanian 
2. Terlaksananya pembinaan 

mutu, keamanan pangan 
serta sertifikasi pangan 
organik 
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Pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung telah 

berusaha secara optimal dalam rangka mengimplementasikan Permentan walaupun 

masih perlu pembenahan dan penataan secara terus menerus. Hal ini menjelaskan 

bahwa pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung telah 

menanamkan persepsi pada posisi sebagai lokasi dengan sektor pertanian dan 

perkebunan dan perkebunan yang berpotensi untuk dikernbangkan dimana tidak 

dapat ditemukan pada wilayah lain selain di Tana Tidung dalam tugas pejabat 

eselon sebagai penentu kebijakan publik khususnya di sektor pertanian. 

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat membantu 

mendorong untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan masing-masing 

wilayah namun kewenangan tetap ada pada keputusan masing-masing pejabat di 

wilayah masing-rnasing wilayah tersebut untuk proses pengembangan. Tiap 

masing-masing wilayah atau daerah 1nenginginkan potensi sektor pertanian dan 

perkebunan berkernbang namun ha! tersebut harus disesuaikan dengan image yang 

ingin dibangun. Berbagai potensi dari berbagai sektor pertanian dan perkebunan 

yang ada secara keseluruhan di Tana Tidung disebabkan komponen rnasyarakat 

dengan kultural yang begitu beragam sehingga berbagai potensi yang ada harus 

dike1nbangkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Proses untuk menjadi 

maksimal tentu harus didukung dari sisi kemajuan teknologi sehingga potensi itu 

juga dinilai. 

Aturan yang sesuai tugas yang dijelaskan pada Permentan menunjukkan 

bagian dari budaya organisasi. Budaya organisasi sangat mempengaruhi 

impelentasi peraturan tersebut karena keterkaitan dengan nilai-nilai yang dianut 
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dalam organisasi terutama komitmen dari masing-masing pegawai.staf untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing 

individu dengan baik. Budaya organisasi yang baik harus terns dibangun demi 

terlaksananya pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien bagi rnasyarakat. 

Prospek Tana Tidung sebagai kawasan wilayah pertanian dan perkebunan yang 

maju dan berkembang dapat diprediksi sehingga memerlukan kerjasarna yang baik 

dari pihak pemerintah dimana merupakan salah satu bentuk strategi pengembangan 

untuk mempermudah pengembangan akses fasilitas yang ada di lokasi sektor 

pertanian dan perkebunan maupun sektor :ndustri lain. Strategi turut melibatkan 

sistem tata kelola pemerintahan yang baik agar Tana Tidung lebih <lulu dikenal dan 

mampu menarik perhatian atas kinerja pcmcrintahan yang baik. Pcmerintah dengan 

strategi jaminan keamanan dan stabilitas serta adanya fasilitas dasar penunjang 

diusahakan agar investor bersedia bekerjasama untuk membangun Tana Tidung 

dari berbagai sektor. Proses kerjasama yang baik harus dibangung dari berbagai 

sektor dari berbagai bidang antara keseluruhan jajaran pemerintahan di berbagai 

bidang kedinasan dan investor agar terbangun sebuah sistem yang saling 

mendukung sehingga strategi pengembangan dengan maksimal. Sektor yang 

diunggulkan dan berpotensi tidak hanya di bidang pertanian dan perkebunan namun 

lebih dari itu ada sektor lain yang berpotensi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah mengadakan efisiensi struktural organisasi melalui berbagai perangkat 

daerah yang diterapkan sebagai usaha maksimalisasi strategi berbagai pencapaian 

dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian dengan melibatkan pihak 

luar pemerintah yakni swasta atau masyarakat. Hal ini merupakan kesempatan 
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untuk menarik minat investor asing agar mau bekerjasama untuk membangun 

berbagai potensi barn yang ada. 

proses implementasi kebijakan antara lain pembagian tugas yang belum 

merata dan proporsional di tingkat staff sebagai penunjang dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung karena 

belum tersedian analisis beban kerja dinas sehingga menimbulkan berbagai 

kesulitan. Kesulitan dalarr. inengawasi proyek, perbedaan persepsi dengan pihak 

swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur dan tujuan. 

Minimnya kemampuan kapasitas karyawan yang tersedia menghambat proses 

selama kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang 

harus dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta 

biaya investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan 

perkebunan sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan yang telah disepakati 

guna meminimalisir resiko yang terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah 

pihak perlu diterapkan pengkajian ulang agar kedua belah pihak memahami 

tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing sebagai pihak yang 

melakukan kerjasama. Pengembangan manajemen profesional, sarana serta 

berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk 

meningkatkan basil produktivitas pertanian dan perkebunan. 

Penerapan kebijakan memiliki sasaran-sasaran yang akan dicapai dan 

berdasarkan data di atas serta penjeleasan diketahui bahwa sasaran perda tercapai 

sehingga diketahui bahwa penerapan kebijakan (Permentan) tersebut efektif dimana 

berjalan sesuai arah dan sasaran yang dicapai. Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 
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Perikanan K.ab. Tana Tidung menjelaskan bahwa dalam UU mengenai pejabat 

eselon diungkapkan bahwa pembagian tugas ini dilakukan untuk rnemudahkan 

pemerintah pusat untuk fokus dalam rnenganalisa berbagai potensi yang ada pada 

institusi terkait dengan memberikan kewenangan pada masing-masing pihak pada 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung masing-masing wilayah 

agar dikembangkan dengan maksimal kemudian pihak Pemerintah Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung membantu secara global 

melalui berbagai fasilitas, infrastruktur, pendanaan baik dari masyarakat lokal 

maupun luar daerah sehingga memudahkan untuk proses branding atau proses 

pengenalan berbagai potensi pertanian dan perkebunan di Tana Tidung dalam 

berbagai sektor kbususnya industri basil pertanian dan perkebunan. Khusus sekter 

pertanian dan perkebunan berdasarkan basil wawancara diatas diketabui babwa 

terdapat berbagai prestasi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kah. Tana Tidung baik lokal maupun nasional dimana hal ini dibuktikan dengan 

adanya kenaikan jumlah hasi produktivitas pertanian dan perkebunan. Kerjasama 

antara Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dan Pihak 

BUMN serta masyarakat menunjukkan bahwa Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung berhasil menunjukkan basil dengan meningkatkan 

basil produktivitas pertanian dan perkebunan sehingga berperan dalam menjaga 

ketahanan pangan nasional. Hasil beriktunya yakni adanya penambahan proyek 

kerjasama pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur waduk sebagai irigasi, 

penyuluhan serta perawatan bi bit antara Pihak BUMN Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung. 
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Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung maupun Bupati 

yang bertanggung jawab dalam mengelola bahwa pendapatan hasil pertanian dan 

perkebunan sekitar wilayah sektor pertanian dan perkebunan mengalami 

peningkatan, baik yang menjual basil pertanian dan perkebunan dan pengolahan 

basil pertanian dan perkebunan di sekitar pertanian dan perkebunan. Fasilitas yang 

dibangun pada kawasan pertanian dan perkebunan dengan berbagai fasilitas 

pendukung yang dapat digunakan untuk pcndukung produktivitas pertanian dan 

perkebunan menunjukkan basil pertanian dan perkebunan serta masyarakat 

setempat puas dengan perbaikan serta pengembangan infrastruktur. 

Penerapan implementasi Permentan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kah. Tana Tidung disehahkan oleh herhagai faktor volume hehan kerja yang cukup 

hesar dan bertambah namun keuangan daerah masih minim untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung. 

Behan kerja tersebut antara lain terkait dengan pengembangan kawasan sektor 

pertanian dan perkehunan di Kah Tana Tidung dimana belum tentu berdampak pada 

peruhahan baik secara psikis maupun fisik. Pemhangunan waduk, kemudahan 

fasilitas pertanian dan perkehunan serta akses perawatan, pengelolaan bibit, dan 

adanya tempat penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang mudah 

menyebabkan adanya perubahan dimana banyaknya jumlah hasil pertanian dan 

perkehunan sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang haik dari pihak 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dengan pihak 

masyarakat setempat yang dipimpin oleh Bupati. Petani sekitar dan Bupati 

cenderung mampu bekerjasama dengan baik dan beradaptasi dengan baik dengan 
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berbagai perubahan terkait penerapan kebijakan Perangkat Daerah khususnya di 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung untuk membantu pada 

staff Dinas disebabkan volume beban kerja khususnya pada pengembangan sektor 

pertanian dan perkebunan. Masyarakat dan Bupati memahami dengan baik bahwa 

penerapan peraturan perangkat daerah ini ditujukan agar kinerja pada staf Dinas 

Pertanian dan Perkebunan menjadi lebih efektif serta efisien dan hal ini juga 

ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sektor pertanian dan perkebunan 

sehingga perekonomian warga setempat sehingga aktivitas ekonomi bertambah 

ramai dengan memanfaatkan berbagai potensi wilayah yang ada. Kerjasama yang 

baik atau koordinasi dengan manajemen antara pihak pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan masyarakat lokal. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak pusat 

dan pihak lokal untuk mengatur berbagai sektor industri dimana proses pengaturan 

dan pengelolaan manajemen yang baik sehingga berdampak pada perencanaan 

yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan keadaan lapangan. Berbagai sektor 

pertanian dan perkehunan saat ini mulai digali potensinya untuk terns 

dikembangkan guna meningkatkan perekonomian warga maupun daerah. 

Pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dengan mengulas herbagai pendapat yang dirasakan oleh staff Dinas Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dengan meminta pendapat 

mengenai peruhahan struktur organisasi serta dampaknya pada kinerja, analisis 

behan kerja serta hasil target yang dicapa melalui herbagai upaya oleh Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung pada wilayah masing-masing 

di berhagai kawasan sektor pertanian dan perkehunan di seluruh kabupaten. Hal ini 
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dinilai sebagai salah satu usaha dan kiat dari pihak pemerintah dalam melakukan 

efisiensi struktur organisasi serta birokrasi 

4.3 Good Governance di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 

Pengelolaan pemerintahan merupakan salah satu bentuk usaha dari 

pemerintah Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung 

khususnya Pertanian dengan pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk mengelola tata 

pemerintahan mencangkup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga 

dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan 

J,Tiereka, menggunakan hak hukum, memen11hi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara pemegang kebijakan di Dinas Pertanian. 

Narasumber menyebutkan governance pada Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan 

dinilai sudah diterapkan dengan maksimal meskipun banyak terdapat hal yang 

hams dievaluasi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial 

yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu 

usaha kolektif. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian good governance ini 

mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan 

yang menentukan gerak aktor lain. Governance mengakui bahwa didalam 

masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada 

tingkat yang berbeda. 

Proses pengambilan keputusan dalam mencapai good governance dan proses 

yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan 

pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan 

dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disususun untuk 
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rnendatangkan implementasi keputusan .. Governance pada Dinas Pertainan Pangan 

dan Perikanan dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti coorporate 

governance, international governance, national governance dan local governance. 

Penerapan proses ini telah menunjukkan proses interaksi sosial politik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan 

tersebut sebagai bentuk mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi­

institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan 

mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan 

kewajiban legal. 

Pihak Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung 

mampu membentuk manajemen pemban!:,runan yang menempatkan peran 

pemerintah sentral yang menjadi Agent of· Change dari suatu masyarakat 

berkembang/developing di dalam negara berkembang. Agent of change karena 

perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang 

berencana), maka disebut juga Agent of Development. Agent of Development 

diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat 

bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan 

program·program, proyek·proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran 

khususnya dalam bidang pertanian. Keberhasilan tersebut diketahui dengan basil 

sebagai berikut sebagai basil yang akan dicapai secara nyata oleb Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana 'fidung dalam kurun waktu satu tahun 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan 
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terukur, yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2017 realisasi 

anggaran sebagai bentuk dari basil kinerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Tana Tidung 

I Tahun Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase 

2015 28.019.725.700 21.295.656.073 76o/o 

2016 15.765.853.600 11.997.998.205 76,10% 

2017 10.607.025.000 9.943.020.960 99,35°/o 

~·------

Sumber : LAKIP 2017 

Berdasarkan Pergub 1nenge11ai Pe1janjian Kinerja SK.PD Provinsi 

Kalimantan Utara tahun 2016 <limana 1nasing-masing Pemerintahan tiap Kabupaten 

memiliki perjanjian dan target kerja masing-masing sehingga hal tersebut akan 

1nenjadi bahan evaluasi ha! ini sebagai salah satu bcntuk keberhasilan pcnerapan 

good governance khususnya terkait dengan aspek transparansi. 

Aspek lain yakni partisipasi ditunjukkan dengan menyediakan berbagai 

fasilitas pcrtanian untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan pendapatan 

produktivitas pertanian. Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. 

Tana Tidung bekerja sama dengan pihak swasta khususnya masyarakat sekitar 

dimana bcrtujuan untuk menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang 

mendukung kegiatan sektor pcrtanian dimuali dari peralatan canggih yang 

1nembutuhkan biaya besar scperti proses pe1nbibitan hingga alat atau fasilitas 

de11gan harga terjangkau seperti sistem irigasi sesuai dengan kebutuhan lapangan 
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terkait dengan pertanian dengan memaksirnalkan potensi pembangunan lahan 

dengan mengembangkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan pendapatan sekor 

pertanian sehingga terdapat maksimalisasi terhadap pernbangunan beberapa 

fasilitas daerah yang bekerja sama dengan pihak Dinas Pertainan Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Tana Tidung maupun masyarakat secara mandiri 

Aspek penerapan hukum terlihat dari penerapan berbagai kesepakatan 

kerjasama yang dilakukan pihak Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Tana Tidung yang berkaitan dengan pengadaan ha.rang, peralatan, kerjasama 

dengan pihak penelii lembaga institusi baik pemerintah maupun swasta dijelaskan 

secara terikat dan berdasarkan atas perjanjian hukum sehingga minim atau 

mencegah tindakan KKN. Kerjasama pihak swasta dengan Pemerintah diketahui 

pihak swasta dalam hal ini yakni pengadaan barang, kerjasama penelitian bibit 

unggul dimiliki kemudian mengadakan studi perbandingan untuk mengunjungi 

Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah 

tnemberikan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk memaksimalkan 

potensi sektor pertanian dengan berbagai cara seperti : 

I. Menggunakan lokasi pertanian sebagai kawasan sektor industri pangan untuk 

peningkatan potensi dengan adanya studi perbandingan dari berbagai pihak 

seperti peneliti swasta maupun Dinas Pertanian Daerah lain untuk membantu 

mengembangkan potensi pertanian. 

2. Memhangun dan mengelola berbagai fasilitas yang ada di kawasan pertanian 

untuk meningkatkan sektor pertanian dan menambah <la.ya kapabilitas 

mekanisme pertanian guna meningk:atkan pendapatan daerah . 
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3. Melakukan kerjasama dengan UKM terkait penyediaan fasilitas perdangan basil 

pertanian dan berbagai hasil pertanian lainnya. 

4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama 

sesuai kesepakatan penerapan hukum yang berlaku. 

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pihak Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung dilandasi dengan dasar hukum sehingga birokrasi 

berjalan dengan batasan atau koridor terentu sesuai peraturan yang berlaku. 

Aspek berikutnya yakni responsivitas. Sebagai salah satu bentuk 

responsivitas dalam birokrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana 

Ti dung terhadap kendala pengembangan sektor pertanian takni ditunjukkan dengan 

salah satu upaya pemerintah khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kab. Tana Tidung dalam rangka penerapan peraturan daerah terkait pengembangan 

potensi tersebut dilakukan melalui promosi hasil produksi, peningk:atan fasilitas 

pertanian mulai dari bibit unggul, alat dalam membantu pengolahan tanah, 

penanaman, perawatan, hingga panen dan pemasaran atau penjualan hasil panen 

petani yang dinilai sangat diperhatikan dengan sarana serta prasarana dimana hal 

tersebut dibangun dengan adanya kerjasama antara pihak Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kab. Tana Tidung dengan mengusahakan menarik inve~tor pertanian 

melalui berbagai promosi tersebut dan pemberian berbagai sarana prasarana yang 

mendukung akses peningk:atan produktivitas. 

Aspek berikutnya yakni orientasi. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang ingin 

dicapai yakni adanya mekanisme sistem pertanian yang mendukung pertanian serta 

dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Pencapaian orientasi ini dilakukan 
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pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung melalui pola 

kerjasarna antara pengelola dalam hal ini Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Tana Tidung yang mengajak warga (petani) dilakukan untuk 

membantu merawat basil pembangunan infrastruktur fasilitas seperti pelabuhan 

khusus untuk berlabuh kapal sebagai sarana memudahkan dalam hal transportasi. 

Pihak Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung memiliki 

orientasi bahwa berbagai penerapan kebijakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan 

yang berlaku. Dana penyediaan berbagai fasilitas tersebut diperoleh dari sebagian 

anggaran pemerintah dan sebagian anggaran swasta yakni investor dengan salah 

satu fasilitas seperti kemudahan petani mengakses Dinas Pertainan Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Tana Tidung terkait pemberian bantuan fasilit.as maupun alat 

memudahkan sistem tata pemerintahan yang ditujukan pada peningkatan 

produktivitas pertanian berjalan dengan lancar sehagai hentuk perwujudan sistem 

mekanisme pertanian yang haik. 

Aspek keadilan sebagai hentuk dari good governance terlihat dari upaya 

Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dalam merespons 

herhagai upaya yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi daerah me1a1ui 

pembangunan fasilitas pertanian maupun kapahilitas pegawai dan heberapa sarana 

pendukung lain. Kemampuan pemerintah dari segi dana maupun kemampuan 

masih minim sehingga diperlukan peran swasta untuk membantu mencapai 

peningkatan pemhangunan sektor pertanian daerah Kah Tana Tidung menjadi 

lehih baik dan lehih berkemhang. Berbagai penyediaan birokrasi, peralatan, 

pembibitan yang disediakan pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. 
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Tana Tidung diusahakan dirasakan oleh berbagai pihak khususnya petani dari 

berbagai wilayah di Kab Tana Tidung sehingga menunjukkan adanya keadilan. 

Aspek efektivitas dalam penerapan good governance ditunjukkan dengan 

basil adanya peluang atau potensi Kab Tana Tidung sebagai salah satu kabupaten 

potensi yang berkembang di Kalimantan Utara melalui salah satu ikon daerah 

pertanian yang turut menyumbang basil sebagai usaha swasembada pangan 

khususnya di Wilayah Kalimantan Utara. Hasil dari penerapan efektivitas sistem 

pemerintahan yang menunjukkan good governance yakni dengan adanya basil 

perencanaan pembangunan berbagai macam kawasan untuk meningkatkan 

kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan bidang pertanian. 

Minimnya dana anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur maka 

perlu kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Kerjasama ini didasari atas 

hubungan antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan 

saling menguntungkan. Pihak Dinas Pcrtanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana 

Tidung menjelaskan bahwa berbagai upaya dalam rangka penerapan tata kelola 

pemerintahan khususnya sektor pertanian di Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Tana Tidung saat ini telah membuabkan basil. Hal ini basil kerjasama 

yang ditujukan untuk pembangunan serta pengelolan infrastruktur sektor pertanian 

agar menjadi Jebih optimal sesuai wawancara berikut ; 

"Sesuai perjanjian perda tentang pengembangan sektor pertanian melalui 
mekanisme sistem pertanian, kami berusaba untuk memperbaiki berbagai 
fasilitas yang ada khususnya masalah yang kerap terjadi seperti bibit, pupuk, 
iklim serta cuaca, hingga penjualan basil pertanian. Dinas Pertanian, Pangan 
dan Perikanan Kah. Tana Ti dung kerap menghubungi investor maupun pihak 
pasar sebagai penjual basil panen yang sering menjual basil pertanian di 
berbagai wilayah di Kalimantan Utara. Kami sebagai pihak Dinas Pertanian 
Pangan dan Perikanan memang tidak memiliki hak untuk mengatur pasar 
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namun ada seksi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil yang turut 
membantu dalam mengelola atau 1nencari pasar sehingga pertanian wilayah 
ini produkif'(Kepala Bidang Pertanian) '' 

Aspck betikutnya terkait dengan Akuntabilitas dengan salah satu co11toh adanya 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) <lari berbagai kerjsama atau kebijakan yang 

dilak~anakan oleh pihak Dinas Pertainan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana 

Tidung yakni 1nininmya kemampuan piahk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kab. Tana Ti dung untuk mengelola pemasaran maupun produksi hasil menyebabkan 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung berusaha mencari pihak 

investor swasta untuk menjalin kerjasa1na agar berbagai hasil pertanian, infrastruktur 

pertanian <lapat dikernbangkan, bermanfaat dan tujuan utama dapat mcnambah 

pendapatan daerah di bidang pertanian sebagai anggaran tambahan pemasukan 

Akibat dari otoritas yang diberikan pusat serta dana yang minim baik dari pusat 

maupun daerah mendorong pihak Dinas Pcrtanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana 

Tidung untuk bekerjasarna membuka peluang serta kesempatan pihak swasta untuk 

turut berkontribusi dengan pemerintah membangun serta mengelola infrastruktur 

seperti bendungan, jalan lcbar sebagai akses me1nudahkan hasil panen untuk diangkut. 

Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung senantiasa 

mernperhatikan berbagai lokasi kota serta tata perencanaan yang baik dengan 

memaksimalkan semua potensi wilayah yang ada dalam hal ini khususnya di bidang 

sektor pertanian yang menjadi salah satu wacana Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung untuk dikembangkan. Sesuai petikan wawancara berikut 
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"Kab Tana Tidung ini kan punya banyak basil pertanian. Banyak sekali sektor 
jenis basil pertanian yang harus digarap oleh Dinas Pertanian, Pangan dan 
Perikanan Kab. Tana Tidung jadi punya potensi yang bisa dikernbangkan. 
Pemerintah Dinas Pertanian, Pangan da11 Perikanan Kab. Tana Tidung ini kan 
punya tata rencana kebijakan yang disusun dengan pemetaan berbagai sektor 
yang dikembangkan salah satunya ya sektor peratanian baik ekonomi maupun 
perdagangan yang saling berkaitan. Kita dorong pihak swasta untuk ikut 
kontribusi buat pembangunan fasilitas infrastruktur, sarana serta prasarana, 
bendungan, jalan akses yang memudahkan dan khusus pengelolaan lab.an kita 
lllinta bantu kepala desa dan warga sekitar yang mernang antusias dengan 
berbagai program pengembangan lahan pertanian kita (Kepala Seksi 
Adrninistrasi Sarana dan Prasarana)" 

Keterlibatan pihak swasta dilakukan sesuai rencana Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kah. Tana Tidung untuk menjadikan Kah Tana Tidung menjadi 

wilayah potensi pertanian dengan kelengkapan berbagai fasilitas yang ada. Berbagai 

kerjasama sebagai bentuk penerapan kebijakan dilaporkan program progress serta 

perkembanngannya oleh pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana 

Tidung sebagai bentuk dari penerapan tata kelola pemerintah khususnya aspek 

akuntabilitas. Hal tersebut sesuai petikan wawancara berikut : 

"Kami senantiasa memberikan \aporan dari berbagai hal terkait proses penerapan 
mekanisme pertanian yang dilakukan agar dana dan hasil kerja yang dilakukan 
dapat diketahui secara jelas clan ketika terdapat berbagai kesalahan atau 
kekurangan dapat segera dievaluasi serta dipertanggung jawabkan. Pihak 
pemerintahan menjelaskan kekurangan yang ada pada pihak warga sekitar 
lokasi" (Kepala Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana) 

Aspek berikutnya terkait dengan strategi visi Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung yakni meningkatkan pembangunan Kab Tana Tidung 

melalui Hannonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusi, 

Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal dan IPTEK Menuju 

Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan. Strategi yang diterapkan dalam 

mewujudkan hal ini salah satunya memantau kelemahan dan kelebihan yang 
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mungkin ada dan dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan hal tersebut. Pihak 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung memberikan 

pemantauan secara berkala dengan memperhatikan kondisi petani untuk 

dikernbangkan kemudian hasil pertanian dari pengelolaan dan pengernbangan 

basil pertanian tersebut agar menghasilkan produktivitas maksimal minimal 

mandiri mampu mernebuhi kebutuhan wilayah Tana Tidung secara keseluruhan 

sehingga tidak mendatangk:an basil pertanian dari wilayah lain bahkan mempu 

menyediakan stock basil pertanian pada wilayah lain khususnya di Kalimantan. 

Berkaitan dengan basil kinerja pegawai yang dilakukan melalui penerapan 

Pennentan NolO/Permentan/OT.010/4/2017 dapat ditinjau dari beberapa aspek 

yakni kuantitas kerja dimana hasil yang diperoleh atau didapatkan oleh pegawai 

dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang harus dipcroleh insititusi pemerintahan. 

Aspek kualitas kerja ditinjau dari manfaat serta nilai hasil kinerja pegawai 

pemerintahan yang berhaisl diciptakan khususnya terkait dengan kelembagaan 

pertanian yang berfungsi secara optimal sehingga mampu membantu serta 

meningkatkan proses kerja pegawai pemerintah. Aspek berikutnya yang dinilai 

yakni ketepatan waktu, bahwa berbagai kinerja yang dijalankan oleh pegawai 

senantiasa diperhitungkan serta ada batasan waktu agar semua pekerjaan selesai 

dalam waku yang tepat dan tidak memakan waktu lama sehingga terjadi 

perlambatan kinerja dan bcrdampak pada lambatnya pencapaian tujuan oleh 

institusi. Aspek berikutnya yakni keterlibatan dikaitkan dengan peran serta 

partisipasi pegawai dalam menjalankan berbagai sistem pelayanan publik yang 

ditetapkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhasil 
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memberikan dampak serta basil positif pada institusi pemerintahan sebagai 

lembaga pelayanan publik khususnya pada para petani. Aspek terakhir yakni 

kerjasama dimana sistem saling bekerja sama khususnya antar sesa1na rekan kerja 

maupun atasan dalam sistem pemerintahan penting dan mutlak dibutuhkan sebab 

tanpa kerjasama yang baik maka berbagai pencapaian basil kerja serta tujuan 

institusi yang akan dicapai sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang cepat. 

Sasaran dari adanya penerapan good governance yakni menciptakan kinerja 

terbaik dengan basil output pegawai dapat menyusun strategi pengembangan 

perangkat daerah baik dari sisi kualitas, efektivitas, efisiensi dan sebagainya, 

sasaran fokus pada pengembangan sumber daya manusia serta struktur organisasi, 

sasaran sesuai dengan beban kerja dengan prinsip penataan organisasi yang 

rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelolaan serta pengembangan 

kualitas perangkat dalam struktur organisasi merupakan salah satu bentuk usaha 

dari pemerintah Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung 

untuk mengelola dengan menyediakan berbagai fasilitas pertanian dan perkebunan 

untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah 

Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung meningkatkan 

kemampuan pegawai dengan bekerja sama dengan pihak swasta khususnya 

masyarakat sekitar yakni petani dimana bertujuan untuk menyediakan sarana 

prasarana dan fasilitas yang mendukung perbaikan di bidang produktivitas 

pertanian dan perkebunan dengan memaksimalkan potensi pembangunan lahan 

dengan mengembangkan fasilitas yang ada untuk meningk:atkan pendapatan Kab 

Tana Tidung sebagai bentuk adanya hasil pemerintahan yang baik dengan 
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menghasilkan kinerja terbaik sehingga terdapat maksimalisasi terhadap beberapa 

fasilitas daerah khususnya berkaitan dengan pertanian dan perkebunan yang bekerja 

sama dengan pihak swasta. 

Dampak dari adanya penerapan sistem pemerintagan good governance pada 

pegawai khususnya perangk:at daerah di Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanaii Kah Tana Tidung yakni adanya perubahan substansi pada Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung yakni penambahan tugas dan 

fungsi berupa urusan penyuluhan dimana sebelumnya ada penerapan peraturan baru 

merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan kemudian dialihkan 

ke Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pemerintah Kantor Kantor Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung sebagai bentuk perubahan atas penerapan 

peraturan tersebut berdampak pada penambahan tugas sehingga mengubah struktur 

organisasi dimana kemudian pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kah TanaTidung membetikan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan 

untuk memaksimalkan potensi wilayah pertanian dan perkebunan sebagai bentuk 

hasil kinerja terbaik dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Hasil kinerja dari pegawai dengan diberlakukannya sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik memberikan dampak pada output kinerja yang dihasilkan 

pegawai antara lain adanya rencana pencapaian sebagai berikut: 

1. Meng,bTUnakan lokasi pertanian dan perkebunan sebagai kawasan pengembangan 

pcrtanian dan perkebunan untuk penelitian sebagai usaha meningkatkan 

produktifitas pertanian dan perkebunan 
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2. Membangun dan mengelola berbagai fasilitas pertanian dan perkebunan yang 

ada di kawasan lokasi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan minat 

petani dan menambah wawasan petani b'Uila meningkatkan produktivitas hasil 

pertanian dan perkebunan daerah Kah. Tana Tidung 

3. Melakukan kerjasama dengan KUO bagian penjualan hasil pertanian dan 

perkebunan terkait penyediaan fasilitas bibit, pemeliharaan dan berbagai 

kebutuhan pertanian dan perkebunan lainnya 

4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama 

Salah satu upaya pemerintah khususnya Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah Tana Tidung dalam rangka penerapan peraturan daerah terkait 

sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) tersebut 

dilakukan melalui pengelolaan struktur organisasi, penambahan tugas serta fungsi 

dan peningkatan fasilitas dengan sarana serta prasarana pertanian dan perkebunan 

dimana ha! tersebut dibangun dengan adanya kerjasama antara pihak Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung dengan masyarakat melalui 

herhagai usaha penyuluhan pertanian dan perkebunan serta pemherian berbagai 

sarana prasarana yang mendukung produktivitas basil pertanian dan perkebunan. 

4.4 Kinerja Pegawai Khususnya Pejabat Eselon di Dinas Pertanian Pangan 

dan Perikanan Tana Tidung 

Pola hasil kinerja yang ditunjukkan pegawai Kantor Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kah Tana Tidung kerjasama dengan warga dan Bupati dilakukan 

untuk membantu pembangunan infrastruktur fasilitas seperti lokasi khusus untuk 

penyemaian hi bit unggulan, pupuk yang herkualitas dan fasilitas irigasi. Dana 
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penyediaan berbagai fasilitas tersebut diperoleh dari sebagian anggaran pemerintah 

dan sebagian anggaran swasta yakni masyarakat yang sebagian petani dari hasil 

penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang menguntungkan. Pola kerjasama ini 

sebagai dampak dari adanya perubahan organisasi secara struktur berupa adanya 

perampingan bidang kerja sesuai dengan bidang kerja. Berdasarkan hasil kinerja 

pada Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung masuk 

dalam Ti pe A yang terdiri dari 4 bi dang dan 4 UPTD dari semula 7 bidang dari 4 

UPTD sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam institusi agar 

mencapai kinerja yang maksimal. 

Kinerja dikaitkan dengan beban kerja. Behan kerja yang bertambah ini 

didukung dengan berbagai upaya yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi 

daerah melalui pembangunan fasilitas pertanian dan perkebunan dan beberapa 

sarana pendukung lain. Kemampuan pemerintah dari segi dana maupun 

kemampuan masih minim sehingga diperlukan peran swasta untuk membantu 

mencapai peningk:atan produktivitas pertanian dan perkebunan menjadi lebih baik 

dan lebih berkembang. 

Kab. Tana Tidung sebagai salah satu wilayah yang berpotensi dalam bidang 

pertanian dan perkebunan sebagai salah satu wilayah yang dapat memberikan 

peran penting dalam ketahanan pangan nasional dimana saat ini merencanakan 

pernbangunan berbagai macam waduk, bendungan untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian dan perkebunan serta kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan bidang masing-masing. Minimnya dana anggaran pemerintah merupakan 

salah satu kendala sehingga diperlukan tata kelola sistern pemerintahan yang baik untuk 
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mernenuhi kebutuhan infrastruktur maka perlu kerjasama antara pihak pemerintah dan 

swasta. Kerjasama ini didasari atas hubungan antar pelaku yang betumpu pada 

ikatan usaha yang sating menunjang dan saling menguntungkan. Pihak Kantor 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung menjelaskan bahwa 

berbagai upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan 

perkebunan serta membuahkan hasil. Hal ini hasil kerjasama yang ditujukan untuk 

pembangunan serta pengelolan infrastruktur agar menjadi lebih optimal dengan 

tidak mengabaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

dengan hasil kinerja yang optimal. 

Secara rinci terkait proses awal permulaan proses pihak Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung dalam rangka mengembangkan 

strategi jangka pendek adalah mengoptimalkan staf yang ada dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi sambil tetap terus melakukan analisis beban kerja. Kantor Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung berdasarkan volume dan beban 

kerja secara proporsional dengan melihat tingkat pendidikan, keahlian teknis dan 

sosial kultural. Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana Tidung 

terus melakukan koordinasi secara rutin baik vertikal mauµun horizontal dengan 

berbagai pihak terkait lmplementasi Peraturan guna menyediakan data pendukung 

volume beban kerja, tugas dan fungsi dinas yang dipakai untuk penentuan struktur 

maupun pelaksanan tugas. Pihak Dinas Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah Tana Tidung bekerja sama untuk mengembangkan pertanian dan 

perkebunan di Kah. Tana Tidung. 
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Sektor pertanian di Tana Tidung saat ini mengalami perkembangan yang 

cukup pesat di berbagai hal dengan penambahan berbagai target kerja sebagai 

wilayah yang ditargetkan sebagai penghasil terbesar hasil pertanian dan 

perkebunan. Pertambahan jumlah produktivitas hasil pertanian dan perkebunan 

tersebut mendorong pihak Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab Tana 

Tidung dan Pengelola untuk senantiasa menambah jumlah fasilitas pendukung 

pertanian dan perkcbunan yang ada. Kebutuhan infrastuktur pertanian dan 

perkebunan di KTT cukup besar dan kian meningkat se1r1ng perkembangan 

teknologi serta komunikasi. Tugas dari unit kerja Eselon pada Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung dituntut mampu memberikan hasil dari 

pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan basil kerjasama Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah Tana Tidung dan Bupati berhasil membuka 

kesempatan bagi warga untuk bekerjasama rnengelola lahan yang digunakan 

sebagai kawasan pertanian dan perkebunan dan berdasarkan ide dan sistem 

kerjasarna yang dipaparkan. 

Proses awal pembangunan fasilitas pun dilakukan melalui proses negosiasi 

dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan acara persiapan 

pernbangunan waduk kemudian mulai dari waktu pengerjaan fasilitas, lama batasan 

waktu pembangunan, quality kontrol kinerja scrta kondisi keuangan. Berbagai hal 

terkait dengan analisis resiko solusi ketika resiko terjadi menjadi hal yang dibahas 

dan dinegosiasikan dengan pihak yang terlibat. Ketika pihak Kantor Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung setuju menunjuk Bupati dan 

beberapa warga sebagai pengelola pihak tersebut membahas terkait berbagai hal 
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yang ada dalam kerjasama, pelaksana pembangunan, pengawasan dan berbagai hal 

tersebut harus sesuai dengan tujuan serta dilaksanakan berdasarkan koridor yang 

tidak bertentangan dengan prosedur yang ditentukan. Kawasan pengembangan 

pertanian dan perkebunan tersebut untuk dikelola dan hasil keuntungan dibagikan 

pada Kantor Dinas Pertanian dan Pcrkebunan Kabupaten Tana Tidung sebagai 

tambahan pendapatan daerah. 

Kendala yang masih terjadi dalam proses implementasi antara lain pembagian 

tugas yang belum merata dan proporsional di tingkat statl' sebagai penunjang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana 

Tidung karena belum tersedian analisis beban kerja dinas sehingga menimbulkan 

berbagai kesulitan. Kesulitan dalam mengawasi proyek, perbedaan persepsi dengan 

pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur dan 

tujuan. Minimnya modal investasi yang tersedia menghambat proses selama 

kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang harus 

dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta biaya 

investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan 

perkebunan sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan yang telah disepakati 

guna meminimalisir resiko yang terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah 

pihak perlu diterapkan pengkajian ulang agar kedua belah pihak n1emahami 

tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing sebagai pihak yang 

melakukan kerjasama. Pengembangan manajemen profesional, sarana serta 

berbagai inovasi ide baru turut diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk 

meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan agar terjadi 
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peningkatan pendapatan. Berdasarkan data Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Kabupaten Tana Tidung berikut basil perkembangan jumlah basil produktivitas 

pertanian da11 perkebunan mengalami peningkatan 

4.5 Ringkasan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Nol O/Permentan/OT .010/4/2017 

Pada ·Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia 

Indonesia 

No 10/Pennentan/OT.010/4/2017 terkait dengan uraian tugas pekerjaan unit kerja 

eselon IV lingkung Dinas Pertanian bahwa pada bagian sub kepegawaian memeliki 

uraian tugas pekerjaan yang meliputi tugas pekerjaan dengan rincian sebagai 

pengurnpul data, pengolah infonnasi, menyusun kerangka acuan kegiatan serta 

menyajikan rencana kerja dengan basil kerja berupa konsep kerja anggaran 

kepegawaian. Peraturan ini fokus pada point penting yang wajib dilakukan, 

•lilaksanakan dan dikerjakan oleh pegawai sengan target kerja yang telah 

ditetapkan kemudian dievaluasi pada tiab sub pegawai sesuai dengan tugas 

masing-masing. Peraturan ini fokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

birokasi kepegawaian khususnya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang 

baik dan benar sesuai peraturan yang ditetapkan. Target serta kinerja yang harus 

dicapai pada peraturan ini turut ditetapkan bagi masing-masing sub kepegawaian 

sebagai bahan dasar evaluasi serta penilaian kinerja aspek yang diperhatikan dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 1O/Permentan/OT.010/4/2017 

berkaitan langsung dengan konsep rencana anggaran, kebutuhan pegawai, 

pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kinerja pegawai, pendayagunaan 

pejabat fungsional, kegiatan kedinasan seperti penyuluhan dan penelitian 
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pertanian dan evaluasi organisasi pada tiap sub bagian kepegawaian yang bertugas 

pada Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung sesuai 

dengan deskripsi tugas pekerjaan dan tanggung jawab masing-tnasing sehingga 

pegawai difokuskan mampu mencapai target dan kinerja yang diharapkan sehingga 

membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pada bagian program dan evaluasi dijelaskan bahwa pegawai dari bagian 

program rnemiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data 

serta penyajian bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran penelitian, 

perekayasaan dan pengembangan mekanisasi serta standarisasi dan penb'lljian alat 

dan mesin pertanian. Uraian tugas tersebut dikaitkan dengan penyiapan bahan 

penyusunan, rencana kerja dan anggaran berkaitan dengan mengumpulkan data 

serta infonnasi, mengolah data infonnasi, menyusun kerangka acuan kegiatan, 

rcncana anggaran biaya dan rencana operasional kegiatan dan menyajikan rencana 

kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK. Hasil kerja yakni adanya konsep 

rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK. Melakukan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang di bidang 

penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi serta standarisasi dan 

pengujian alat dan mesin pertanian yang kegiatannya terdiri atas pengumpulan data 

serta pengolahan data, melakukan fonnulasi serta sinkronisasi penyusunan 

kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, melakukan penyusunan dan 

pembahan konsep kebijakan serta melakukan penyiapan usulan basil penyusunan 

kebijakan jangka mencngah dan jangka panjang. Berbagai kegiatan tersebut 

43751

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



90 

dilakukan dalam berbagai lini bidang setiap bagian pegawai sesuai dengan aturan 

dan kebijakan Pennentan. 

4.6 Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia NoIO/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan 

Good Governance 

Kelebihan dari penerapan Kesulitan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia No 1 O/Permentan/OT .0l0/4/2017 dalam mewujudkan Good Governance 

yakni terdapat sistematika yang jelas bagi pegawai terkait dengan kebutuhan, 

pengembangan, kinerja, kedudukan, pencapaian target dengan adanya ketersediaan 

birokrasi jelas bagi pegawai dalam bekerja atau melaksanakan sebuah proyek 

khususnya pada pengembangan produksi pertanian, perawatan hingga pemasaran 

basil dan dalam mengawasi hasil kinerja pegawai, mcmpertahankan agar hasilnya 

konsisten. 

Kelemahan yakni kcndala mengawasi fasilitas proyek, perbedaan persepsi 

dengan pihak swasta, implementasi proyek yang tidak sesuai kebijakan, prosedur 

dan tujuan. Mi11imnya modal investasi yang tersedia menghambat proses selama 

kerjasama dilakukan. Rumitnya birokrasi dengan berbagai prosedur yang harus 

dilalui dalam setiap keputusan yang diambil terkait pengadaan fasilitas serta biaya 

investasi yang minim. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan perjanjian 

kerjasama pengelolaan yang telah disepakati guna meminimalisir resiko yang 

terjadi. Pembagian hasil dibuat antara kedua belah pihak perlu diterapkan 

pengkajian ulang agar kedua belah pihak memahami tanggung jawab, hak serta 

kewajiban mas1ng~mas1ng sebagai pihak yang melakukan kerjasama. 
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Pengembangan manajemen profesional, sarana serta berbagai inovasi ide baru turut 

diciptakan dan dikembangkan oleh pengelola untuk mewujudkan good governance 

sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi meningkatkan 

produktivitas pangan serta kesejahteraan masyarakat. Hasil pertanian yang semakin 

produktif sehingga meningkatkan daya jual agar terjadi peningk:atan pendapatan. 

4.7 Saran Terhadap Penerapan Maupun Isi Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia NolO/Permentan/OT.010/4/2017 dalam Mewujudkan 

Good Governance 

Menurut Handayani dalam mengukur sebuah keberhasilan peraturan yakni 

prestasi, kepuasan dan kemampuan menyesuaikan diri. Berdasarkan hasii 

wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa dalam melakukan 

pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah lokal atau daerah dengan 

membuat peraturan daerah tentang mekanisme sistme pertanian yang menjadi 

unggulan pada tiap-tiap wilayah kemudian diatur, dikembangkan serta disesuaikan 

dengan kapasitas pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana 

Tidung. Uraian Permentan terkait dengan tugas masing-masing bagian dalam Dinas 

Pertania, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung menunjukkan bahwa 

pengembangan pegawai senantiasa dilakukan dan dioptimalkan. Pemerintah pusat 

mewajibkan tiap wilayah khususnya tiap wilayah kabupaten menemukan produksi 

basil pertanian yang menjadi unggulan kemudian dikembangkan. Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung menjelaskan bahwa dalam diungkapkan 

bahwa pembagian tugas ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk 

fokus dalam menganalisa berbagai potensi yang ada dengan memberikan 
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kewenangan pada masing-masing pihak pada Dinas masing-masing kota agar 

dikembangk:an dengan maksimal ke1nudian pihak Pemerintah pusat membantu 

secara global melalui berbagai media baik cetak maupun elcktronik sehingga 

memudahkan untuk proses branding atau proses pengenalan berbagai potensi dalam 

berbagai sektor khususnya industri pertanian. Khusus sektor pertanian berdasarkan 

basil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat berbagai prestasi yang dicapai 

yakni dimana ha! ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah produksi hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan Pennentan dalam melakukan pengembangan 

pegawai agar mampu melaksanakan uraian tugas serta pencapaian basil kerja yang 

ditentukan berhasil untuk dilaksanakan. Berbagai usaba yang dilakukan agar basil 

kerja tercapai tidak lepas dari adanya sistem kerjasama antara Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dan pibak swasta dalam memasarkan 

basil pertanian menunjukkan habwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. 

Tana Tidung berbasil menunjukkan prestasi dengan memperkenalkan basil 

pertanian pada pibak luar. Prestasi heriktunya yakni adanya perpanjangan kontrak 

kerjasama antara Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung dengan 

heherapa lembaga pengemhangan penelitian pertanian yang fokus pada bibit 

unggul serta penanaman berbagai varietas jenis tanaman pangan lain. 

Saran berikutnya yakni perbatian terbadap perbaikan regulasi terkait dengan 

solusi bambatan proses penerapan sehuab kehijakan, proyek atau program yang 

akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung 

dimana hal tersebut ditunjukkan dari berbagai statement dari pihak Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung yang belum ada pibak dengan jelas 
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bertanggung jawab dalam mengelola bahwa kendala program sebab hal ini 

berkaitan dengan anggaran. Saran berikutnya perlu dikembangkan hasil pertanian 

dengan pemanfaatan peningkatan nilai lebih yang <limbing oleh Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung pada petani maupun warga sekitar. 

Hal berikutnya yakni terkait dengan kemampuan menyesuaikan diri para 

pegawai untuk mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

NolO/Permentan/OT.010/4/2017 dalam mewujudkan Good Governance. 

Penerapan peraturan mekansime sistem tentu berdampak pada perubahan baik 

secara psikis maupun fisik pegawai maupun kondisi lapangan. Perubahan birokrasi 

yang berkaitan dengan pembangunan sarana serta prasarana, kemudahan fasilitas 

serta akses menyebabkan adanya perubahan dimana sehingga diperlukan 

manajemen pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung dengan pihak masyarakat setempat. Masyarakat atau 

petani cenderung marnpu bekerjasama dengan baik dan beradaptasi dengan baik 

dengan berbagai perubahan terkait penerapan kebijakan pengembangan pertanian 

dan memahami dengan baik bahwa penerapan peraturan pengembangan 

mekanisme pertanian ini juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian warga 

setempat sehingga aktivitas ekonomi bertambah dengan memanfaatkan berbagai 

potensi pertanian khususnya pada wilayah yang ada. Kerjasama yang baik atau 

koordinasi dengan manajemen antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah 

dan masyarakat lokal. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak pusat dan pihak 

lokal untuk mengatur berbagai sektor industri dimana proses pengaturan dan 

pengelolaan manajemen yang baik sehingga berdampak pada perencanaan yang 
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dilakukan oleh pihak pemerintah dengan keadaan lapangan. Berbagai sektor 

pertanian saat ini mulai digali potensinya untuk terus dikembangkan guna 

meningkatkan perekonomian warga maupun daerah. Evaluasi program maupun 

basil kerja yang dilakukan oleh pegawai dikaitkan dengan keberhasilan dalam 

pelaksanan Good Governance maupu kinerja yakni partisipasi, penerapan hukum, 

transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, strategi 

visi, kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, kerjasama serta keterlibatan. 
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1. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

IO/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kah. Tana Tidung terkait konsep rencana anggaran, kebutuhan pegawai, 

pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawa1, kinerja pegawai, 

pendayagunaan pejabat fungsional, kegiatan kedinasan seperti penyuluhan 

dan penelitian pertanian dan evaluasi organisasi diterapkan dengan baik 

sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang ditetapkan. 

2. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

1O/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan <lan Perikanan 

Kah. Tana Tidung mcngembangkan sekor pertanian melalui mekanisme 

sistem pertanian yang dilakukan oleh pihak organisasi khususnya pegawai 

dalam mewujudkan good governance berhasil sebagai pengelola tata kelola 

pemerintahan dalam mencapai visi yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian, 

Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung dikaitkan dengan aspek good 

governance dari aspek partisipasi, penerapan hukwn, transparansi, 

responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas dan strategi visi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

a. Institusi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan 

pegawai yang profesional, disiplin, bertanggung jawab memiliki kapabiltas 

yang sesuai dengan kebutuhan institusi agar mampu menjalankan sistem kerja 

yang ditetapkan serta mampu mencapai basil kerja yang ditentukan sesua1 

dengan Permentan. Berdasarkan ha! tersebut, saran bagi institusi 

I. Hendaknya insititusi perlu rnelakukan perencanaan pengembangan 

lokasi dengan memperhatikan dana, potensi serta pengelola SDM 

yang ditinjau kapasitas warga. 

2. Hendaknya institusi perlu melakukan evaluasi terkait dengan 

infonnasi basil kinerja pegawai sesuai dengan kondisi lapangan 

dikaitkan dengan pemenuhan aspek good governance sebagai bentuk 

dari implementasi penerapan Permentan dengan sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik hams dicapai oleh pegawai pada masing­

masing hagian di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana 

Tidung 

3. Hendaknya institusi meningk:atkan pelaksanaan program terkait 

pengemhangan herhagai sarana fasilitas melihat sumher daya 

manusia khususnya penge\olan pegawai sesuai kehutuhan Dinas 

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kah. Tana Tidung. 
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b. Bagi Masyarakat 

a. Diharapkan masyarakat lebih memahami dan mengikuti berbagai 

arahan program yang diarahkan pegawai Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Tana Tiduang agar membantu pemerintah dalam 

mengembangan pertanian sesuai kebijakan institusi. 

b. Hendaknya masyarakat lebih memahami visi, misi dan tujuan 

pemerintah mengenai pengembangan pertanian sehingg mampu 

meningkatkan perekonomian warga sekitar sesuai dengan yang 

diarahkan serta disosialisasikan pegawai Dinas Pertanian, Pangan 

dan Perikanan Kah Tana Tidung. 

c. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan 

pendapat yang bersifat solutif sesua1 dengan program yang 

diterapkan oleh pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kah Tana Tidung sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi, 

pertimbangan serta tuntutan pegawa1 dalam meningk:atkan 

kapasitas, kapabilitas serta penerapan keberhasilan program 

selanjutnya sebagai bahan informasi analisa serta pengelolaan data. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Disarankan agar terdapat kelanjutan dari penelitian ini sehingga 

pengembangan ilmu yang dapat memberikan informasi secara lebih luas 

1nengenai penerapan Peraturan Pemerintah terkait pengembangan mekanisasi 

pertanian. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan faktor lain 

terkait kendala pengembangan pertanian misalnya kondisi lingk:ungan dan 
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sistem kelola pemerintahan dari aspek lain. Disarankan pada peneliti 

selanjutnya untuk dapat mengkaitkan posis1 pada pemerintah dengan 

masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, status sosial ekonomi agar 

hasil dari penelitian lebih kompleks sehingga mampu menganalisis penerapan 

peraturan pemerintah mengenai pengembangan mekanisasi pertanian 

khususnya di Kab Tana Tidung. 
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LAMPIRANI 

I. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No 1O/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertania11, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung terkait konsep rencana anggaran? 

2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indo11esia 

No 10/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung terkait kebutuhan pegawai? 

3. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No IO/Permentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung terkait pengembangan pegawai? 

4. Bagaimana implcmcntasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No 10/Permentaru'OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung terkait kesejahteraan pegawai? 

5. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Repuhlik Indonesia 

No 10/Pcnnentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung terkait kinerja pegawai? 

6. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Repuhlik Indonesia 

No IO/Pennentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung terkait pendayagunaan pejabat fungsional? 

7. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No 10/Pennentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pcrtanian, Pangan dan 

Perikanan Kab. Tana Tidung terkait kegiatan kedinasan seperti penyuluhan 

dan penclitian pertanian? 

8. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

No 10/Pennentan/OT.010/4/2017 pada Dinas Pertanian, Pangan dan 

Perikanan Kah. Tana Tidung terkait evaluasi organisasi? 

9. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dala1n aspek partisipasi ? 
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10. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek penerapan hukum ? 

11. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pcrtanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek transparansi ? 

12. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek rcsponsivitas? 

13. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pcrtanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek orientasi ? 

14. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek keadilan ! 

15. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek efektivitas ? 

16. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalam aspek akuntabilitas? 

17. Bagaimana kondisi Good Governance Dinas Pertanian Pangan dan 

PerikananPada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung 

dalarn aspek strategi visi ? 
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berdasarkan infonnasi tersebut ka1ni akan 1nenyiapkan peserta pendidikan dan 
latihan, n1enyiapkan surat tugas <lan mcnya1npaikan bah\va pesct1a pendidikan 
dan latihan harus 111embuat laporan keikutsertaan dan pcrtanggungja\.vaban 
keuangan. Sedangkan untuk pol a kcn1itraan ka1ni berkoordinasi dengan Sadan 
Pcngembangan Su1nber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan dan latihan. ketnudian Sadan Penge1nbangan 
Su1nber Daya Manusia Provinsi akan menyiapkan jad\val, kurikulu1n 
pendidikan dan latihan, narasun1hcr/\vidyaswara, serta sertifikat pendidikan 
dan latihan, melakukan rapal koordinasi tcrkait pen1bukaan, pcngisian hiodata. 
proses pen1belajaran, penutu11an dan penyusunan laJ1oran. yar.g n1cncntukan 
jadwal pelaksanaan adalah Badan Pengen1bangan Sun1ber Daya Manusia 
Kabupaten Tana Tidung Provinsi. Penyelenggara pcndidikan dan latihnn disin1 
yaitu Badan Pendidikan dan latihan yang telah mendapat akreditasi dari 
Le1nbaga Ad1ninistrasi Negara sebagai lc1nbaga penyelenggara 11cndidikan dan 
latihan. dan jika sudah terakreditasi berarti lembaga pendidikan dan latihan 
tersebut telah mcmiliki krcdibilitas dalan1 1nenyelenggarak.an pendidikan dan 
latihan baik dari segi surnber daya menusianya yaitu \vidyaiswara. sarana 
prasarana yang memadai, kurikulun1 yang telah sesuai dengan ketentunn yang 
berlaku." 

Masalah kebijakan penyelenggara inijuga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang 

Penyelenggara Pendidikan dan latihan : 

" Kebijakan Penyenggara pendidikan dan latihan ini diatur dalain PP No 18 
Tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana pendidikan dan latihan 
merupakan unsur penunjang usrusan pe1ncrintah yang inenjadi kewenangan 
daerah kabupatn/kota, meliputi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.'' 

Berdasarkan wawancara tersebut penyelenggara pendidikan dan latihan mempunyai 
tugas : 

a) Program Pendidikan dan latihan han1s dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan 

dan Jatihan yang tcrakreditasi . 

b) Lembaga yang memiliki kewenangan mengakreditasi lembaga Pendidikan dan 

latihan adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina 

Pendidikan dan latihan PNS. 
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